
BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3^ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Rencana Keija Pembangunan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dan
pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Keija
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatra Selatan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Keija Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Postur dan Rincian anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



Nomor 72 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang



Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 90 Tahun
2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2019 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 -
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.

6. Rencana Keija Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode
1 (satu) tahun.



7. Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan
daerah untuk 1 (satu) tahun.

8. Perubahan Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perubahan perencanaan keija Perangkat Daerah untuk 1 (satu)
tahun.

9. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang
memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

10. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat P-PPAS adalah rancangan program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati
dengan DPRD.

11. Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021,
disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I
Bab II
Bab III

: PENDAHULUAN
: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH
Bab IV
Bab V
Bab VI

: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
: PENUTUP

Pasal 3

Perubahan RKPD disusun berpedoman pada :
a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun

2021.



Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dijadikan :
a. pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
b. dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan

Perubahan PPAS;
d. landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD;
e. bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunungsugih
pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Diundangkan di Gunungsugih
pada tanggal W 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

RLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 3^



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan
dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(KUAP-APBDP), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan - Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-PAPBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana
telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung
pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah, aparat Kabupaten Lampung Tengah, serta peran aktif
masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-
sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 beserta perubahannya agar lebih
bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara
lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten
Lampung Tengah.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara
berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media
evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Perubahan RKPD Tahun 2021 VI-1


